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PUTUSAN
Nomor 937/Pdt.G/2024/MS.Lsk

e s DN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara:
XXXXXXXAKXXXXXXKK,  NIK,  XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan
tanggal lahir, Cot seumiyong, 30 Desember 1997, Agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Aceh Utara, dengan domisili elektronik pada
alamat email: lisamarlisa527@gmail.com, sebagai
Penggugat;
Lawan
KXXXXXXAXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Keureusek, 10 Juli
1993, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh
Utara, sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024
telah mengajukan perkara cerai gugat secara elektronik yang telah didaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dengan Nomor
937/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang
menikah pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Agustus 2020,
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yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta
Mamur, Kabupate Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Seumiyong
Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) tahun 5
(lima) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di
Gampong Cot Seumiyong Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara,
sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun,
karena sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat
dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,
sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;

- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

- Tergugat tidak peduli terhadap rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat;

- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Januari 2023 Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua
Penggugat di Gampong Cot Seumiyong Kecamatan Kuta Makmur
Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 11
(sebelas) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi,

dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi
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berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan
bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat
dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua
belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna
memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX)
kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor: 937/Pdt.G/2024/MS.Lsk Tanggal 13 Desember 2024 dan
Tanggal 24 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas
nama Marlisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 01 Maret 2021, telah
diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal
07 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur, telah diberi meterai
cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh
Utara tanggal 25 Februari 2021, telah diberi meterai cukup dan di-
nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

B. Saksi:
1. XXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
orangtua Penggugat;

— Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Seumiyong Kecamatan
Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

— Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah

berhubungan badan namun belum dikaruniai anak;
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— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya aman selama 1
(satu) tahun kemudian sering ribut dan cekcok sejak tahun 2021 yang
disebabkan karena Tergugat sering bermain judi chip, Tergugat sering
marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli terhadap rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kurang dalam
memberikan nafkah Penggugat;

— Bahwa saksi sering mendengar saat Penggugat sedang ribut dengan
Tergugat;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang
lebih selama 2 (dua) tahun;

— Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini
tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan juga tidak ada
memberikan nafkah;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun
tidak berhasil rukun kembali;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX
kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

— Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kepala Desa di Desa tempat tinggal Penggugat;

— Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Seumiyong Kecamatan
Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

— Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman lagi
sejak setahun menikah karena sudah sering ribut yang disebabkan karena
Tergugat sering bermain judi chip, Tergugat sering marah-marah kepada

Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap rumah tangga antara
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Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat kurang memberikan nafkah
kepada Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari
laporan serta cerita Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
hampir 2 (dua) tahun, Tergugat yang pergi dari rumah orangtua
Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan
sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil rukun kembali;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan rumah tangga keduanya juga sudah tidak mungkin untuk
dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada
Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi
di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap
telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai
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Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah
berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat
perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan
demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka
berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan
bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat karena sejak bulan kelima setelah perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak
pertengahan tahun 2021 yang sebabnya sebagaimana termuat dalam duduk
perkara yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, pada akhirnya Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta
otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut
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menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik,
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat
menyangkut persona standi in judicio, bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik,
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai data anggota keluarga Penggugat, bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi
syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak
terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari

Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2021 yang
disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat,

Tergugat tidak peduli terhadap rumah tangga antara Penggugat dan
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Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah
Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1
(satu) tahun 11 (sebelas) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan
Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati dan
didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat sebagai istri, pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa
perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah
ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam
keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal
tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan
telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa
alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami,
apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan
perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini,
Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang

terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jika dikaitkan
dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Ar-Ruum ayat
21, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan,
keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana
tujuan dari perkawinan adalah sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat
diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami
oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka
dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah)
kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau
Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan
dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa
al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang
berbunyi:

o el qila e Ay i Wall 0

Artinya: “Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus
didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang
membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas
majelis hakim berpendapat dalil-dalii dan alasan gugatan Penggugat telah
memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada
petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak
pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain
selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup
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Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab
1446 Hijriah, oleh kami Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Ketua
Majelis, Frandi Alugu, S.H.l., M.H. dan Ismail, S.H., M.H. sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Syakya, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Dto. Dto.
Frandi Alugu, S.H.l., M.H. Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.
Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses © Rp 60.000,00
Biaya Pemanggilan . Rp 500.000,00
Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai . Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 630.000,00
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